
 

 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemberlakuan pelayanan Online Single Submission (OSS) 

sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya, akan tetapi 

Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi Elektronik di dalam peraturan pemerintah 

ini masih menyisakan sejumlah permasalahan ialah beberapa 

perizinan sektor yang dialihkan pada lembaga OSS masih 

merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undng-

Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal 

ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastiaan  hukum bagi 

pelaku usaha. reformasi peraturan perizinan berusaha di mana baik 

pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan evaluasi atas 

seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang 

berlaku pada saat ini. 

2. Pemerintah di dalam membuat regulasi mengenai pelayanan 

perizinan berusaha harus menjamin kepastian hukum kepada 

pelaku usaha dan harus konsisten di dalam membuat regulasi 

pelayanan perizinan, pemenrintah di dalam memberlakukan 



 

 

regulasi pelayanan perizinan berusaha harus ada sinkronisasi antara 

kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik dengan kewenangan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah ditinjau dari otonomi daerah, serta perlu adanya 

harmonisasi regulasi sektoral yang telah terbit terkait perizinan dan 

nonperizinan 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas maka 

penulis memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang 

ingin disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi pemerintah di dalam membuat regulasi mengenai 

pelayanan perizinan berusaha, diupayakan dapat menjamin 

kepastian hukum kepada pelaku usaha dan  konsisten di dalam 

memberikan pelayanan perzinan. Dalam hal membuat regulasi, 

diupayakan adanya sinkronisasi antara kewenangan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 

Terintegrasi Elektronik dengan kewenangan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta perlu 

adanya harmonisasi regulasi sektoral yang telah terbit terkait 

perizinan dan non perizinan. 

2. Serta pemerintah harus menjamin kepastian regulasi dan 

konsistensi antara regulasi pelayanan perizinan berusaha, maka 



 

 

akan ada kepastian hukum dalam perizinan berusaha, yang akan 

berdampak pada peningkatan jumlah investor di Indonesia.

 pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan evaluasi 

atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha 

yang berlaku pada saat ini agar dapat efektif dan efisien di dalam 

pelayanan perizinan berusaha. 

  


